BAB ||

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI AD{AL

A. Pengertian dan Sebab-Sebab Adanya Perwalian
1. Pengertian Wali

Menurut bahasa Wali adalah orang yang menurut hukum (Agama dan
Adat) dapat diserahi kewagjiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara,
mengawasi dan menguasal suatu persoalan, perwalian disebut juga wilayah
yang berarti penguasaan dan perlindungan.*

Sedangkan menurut istilah wali adalah pertanggungan jawaban
tindakan pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada
dibawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta
kekayaan.?

Dengan demikian pengertian wali ialah pertanggung jawaban tindakan
pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada dibawah
umur dalam ha pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaannya,
sedangkan seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan-
kepentingan haknya, disebabkan ia merasa mampu berbuat tanpa bergantung

pada pengaruh atau kekuasaan orang lain.

! Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 1146-1147.
2 |rfan Shidgon, Figih Munakahat, Juz I, h. 81.
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Perwalian yang berkenaan dengan manusia, dalam ha ini masalah
pernikahan atau disebut Wali Nikah adalah orang yang berkuasa mengurus,
memelihara perempuan yang ada dibawah perwaiannya atau
perlindungannya, maksudnya seseorang yang secara hukum mempunyai
otoritas (kekuasaan penuh) terhadap seseorang karena mempunyai
kemampuan untuk berbuat sebagai wali.?

Dilihat dari tugasnya, seorang wali mempunyai tanggung jawab besar,
karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama), dan dilihat berdasarkan
kedudukannya wali tidak bisa begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada
orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitan
struktur keluarga (hubungan nasab) disamping keberadaan wali dibutuhkan
rukun dan syarat dalam melangsungkan pernikahan.

Sebab-sebab adanya perwalian

Perwalian baik atas orang maupun barang dalam perkawinan sangat
dibutuhkan. Tanpa adanya perwalian akan terjadi kesulitan dan kerancuan
dalam melaksanakan hukum, tetapi dengan adanya perwalian penguasaan dan
perlindungan atas orang atau barang yang ada dibawah perwaliaannya akan
dapat diurus dengan balk sesual dengan aturan yang terdapat di dalam

Undang-undang atau Hukum Agama.

3 sayyid Sabiq, Figih Sunnah 11, h. I11.
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Adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya perwalian adal ah:

a. Karena adanya pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas
budak yang dimiliki atau barang yang dimiliki.

b. Karena adanya hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian
seperti kerabatnya atau anak.

c. Karena telah memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seorang
budak atas budak yang telah dimerdekakannya.

d. Karenaterjadinya pengangkatan, seperti perwalian seorang kepala negara,
atau kepala pemerintah atas suatu wilayah atau atas rakyat atau perwalian

seorang pemimpin atas orang yang dipimpin.*

B. Dasar Hukum Adanya Wali
Adanya wali bagi seorang perempuan atau wanita yang belum mukallaf
adalah merupakan salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini

sesuai dengan Firman Allah SWT surat al-Bagarah ayat 232 yang berbunyi.”

ujjmjb \ﬁpw,\g\up))\f&dd\&wwu&i;ﬁ;;W\@Lég}

e PP (PR PR B P ST PN (R S IR R P T
(oY

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
baka suaminya, apabilatelah terdapat kerelaan di antara mereka dengan

4 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, h. 93
® Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 57
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cara yang maruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang
beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik
bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.

Dalam salah satu riwayat dikemukakan bahwa sebab diturunkannya ayat
tersebut adalah berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh Ma’kil bin Yasar,
ia berkata, saya kawinkan salah seorang saudara perempuan dengan seorang pria,
kemudian diceraikannya, ketika lddahnya habis, dia datang lagi meminangnya,
maka saya (Ma’kil) jawab : dahulu, kamu saya jodohkan, saya nikahkan dan saya
muliakan tetapi kamu ceraikan, dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi,
Demi Allah, kamu tidak boleh kembali lagi kepadanya selama-lamanya, laki-laki
itu orangnya biasa-biasa sgja dan bekas istrinya ingin kembali kepadanya, lalu
allah menurunkan ayat tersebut. kemudian saya (Ma’kil bin Yasar) sampaikan
pada Rasulullah sekarang menerima wahai Rasulullah, lalu saya kawinkan
saudaraku itu dengannya

Hikmah yang dapat diambil dari turunnya ayat tersebut bahwasanya yang
menjadi tujuan atau subject hukumnya adalah larangan bagi wali untuk
menghalang-halangi perkawinan tersebut mengindahkan ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku.
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Hal itu sesuai dengan H} adis| Nabi dari Abi Hurairah, yaitu :
};wé’};ﬁﬂ}c{ﬁw)wmL;ﬁa‘&ujy)ofw‘&\f)sﬂpQ\O;
S5 O 16 0 s B b 1 03l B K AR,
Artinya: Dari Abi Hurairah Ra. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
”janganlah dikawinkan seorang janda sebelum dia diminta pendapatnya
dan jangan dikawinkan seorang gadis sebelum dimintai iznnya/

persetujuannya. Mereka bertanya wahai Rasulullah: bagaimana
izZinnya/ per setujuannya? Rasulullah Menjawab: Diamnya! .®

Abi Hurairah tersebut menerangkan bahwa wali yang dimaksud adalah
orang yang mempunya hak atas perkawinan perempuan yang ada dibawah
kekuasaannya, hal wali itu tidak dapat diganggu gugat oleh sigpa pun, selama
wali dapat melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum
(Agama) tetapi apabila wali daam melaksanakan haknya menyimpang dari
aturan-aturan hukum (Agama), maka hak walinya dicabut dan dipindahkan

kepadawali yang lain dengan keputusan Pengadilan (Hakim).’

. Syarat-Syarat Wali dalam Pernikahan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan, wali boleh
melaksanakan sendiri akad nikah orang-orang yang ada di bawah perwaliannya.
Untuk bisa diangkat menjadi wali dalam agad, maka harus memenuhi syarat-

syarat yaitu: beragama Islam, berakal sehat, telah dewasa dan adil.®

® Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 11, hal 243
" Kamal Mukkhtar, Asas-Asas Hukum |slam tentang Perkawinan , h. 94
8 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 43.
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Di dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilass Hukum Islam telah dijelaskan
bahwa

”yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenunhi

syarat Hukum Islam yakni muslim, agil dan balig”.°

Di dalam buku Dasar-dasar Hukum Islam dalam menetapkan Keputusan
di Pengadilan Agama, karangan Moch. Anwar yang dinukil dari kitab I’anatut
talibin, Juz 111, hal 305 disebutkan syarat wali nikah itu adalah :
a Bersifat adil.

b. Merdeka
c. Dewasa (baligh serta berakal).*°

. Macam-macam Wali

Dalam hukum perkawinan dikenal tiga macam wali nikah, diantaranya yaitu :

1. Wali Nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelar mempelal
perempuan yang mempunya hubungan darah patrilinial dengan calon
mempelai perempuan.™
Berikut ini urutan wali nasab:

a Ayah

b. Kakek (ayah dan ayah)

c. Saudaralaki-laki sekandung
d. Saudaralaki-laki ayah

e. Keponakan laki-laki dari saudara sekandung

° Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, h. 11.
19 Moch. Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islam, h. 17.
! Soemiyati, Hukum Perkawinan |slam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 46.
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f. Keponakan laki-laki dari saudaralaki-laki seayah
0. Anak laki-laki paman.

Wali yang paling utama adalah ayah, sebab dialah yang menjadi sebab
adanya. Kemudian kakek, yang kedudukannya sama dengan ayah. Ayah dan
kakek mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut.
Kaau ayah dan kakek tidak ada, baru saudara-saudara seperti dalam urutan
tersebut di atas. Kalau mereka tidak ada juga, baru paman dan keturunannnya.
kalau mereka semua tidak ada, budak yang telah dimerdekakan bisa menjadi
wali. Dan yang terakhir, kalau mereka semuanya tidak ada, wali hakim.
Hakim berhak menikahkan orang yang tidak mempunyai wali.*?

Mengenai perpindahan urutan wali dari wali agrab dari yang dekat
pada yang jauh urutannya apabilawali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal
sehingga dianggap tidak ada, yaitu®:

a. Wali agrab tidak ada sama sekali

b. Wali agrab ada, tetapi belum balig

c. Wali agrab ada, tetapi menderita sakit gila

d. Wali agrab ada, tetapi pikun karenatua

e. Wali agrab ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya

f. Wadli agrab ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai

wanita beragama Islam.

12 Abdul Fatah Idris, Terjemahan Ringkas Figh Islam Lengkap, h. 208
¥ Ahmad Rofig, Hukum Islam Indonesia, h. 88
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Wali nasab ini terbagi duayaitu:

a. Wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan
calon mempelai perempuan tanpa mintaizin dulu dari yang bersangkutan,
wali nasab yang demikian ini disebut dengan wali muyjbir.

b. Wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab
biasa.

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-
anak yang masih belum mencapai umur (tamyiz), boleh dilakukan wali mujbir
atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya,
seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum
tamyiz (abnormal).

Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali
berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan diantara golongan tersebut
tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan akadnya bagi orang
yang diwalikan tanpa melihat rid{ a atau tidaknya.

Agama mengakui wali mujbir ini karena memperhatikan kepentingan
yang diwalikan. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang
kemampuanya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya.
Disamping itu ia belum mempunya akal yang dapat digunakannya untuk
mengetahui kemaslahatan agad yang dihadapinya. Jadi segala tindakan yang

dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka
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bagi mereka yang mengalami hal tersebut, segala persoaan dirinya harus
dikembalikan kepadawalinya.*

Golongan Hanafi berpendapat; wali mujbir berlaku bagi ashobah
seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang
kurang akalnya Adapun selain golongan Hanafi, mereka mereka
membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan kurang
akal. Mereka sependapat bahwa wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal
berada ditangan ayahnya, pengampunya dan hakim. Mereka berselisih
pendapat tentang wali mujbir bagi anak-anak laki-laki dan perempuan yang
masih kecil. Imam Malik dan Ahmad berpendapat; “ditangan ayah dan
pengampu dan tidak boleh selain mereka”. Tetapi Syafi’i berpendapat ; “ada
ditangan ayah dan datuk”.

Para ulama’ membolehkan wali mujbir menikahkan tanpaizin terlebih
dahulu pada caon mempelai wanita, tetapi dengan syarat-syarat sebagai
berikut:™
a. Laki-laki pilihan wali harus sekufu” (seimbang) dengan gadis yang

dikawinkan
b. Antarawali mujbir dan gadis yang bersangkutan tidak ada permasal ahan

c. Antaragadis dan calon suami tidak ada permusuhan

 sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 11, h. 245
1> Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 46-47
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d. Laki-laki pilihan wali mujbir akan memenuhi kewajibannya terhadap isteri
dengan baik.

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka gadis yang telah

dikawinkan walinya tanpa dimintai persetujuannya itu dapat dimintakan
fasakh. Perkawinannya minta diputuskan oleh hakim.
. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat
yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak
sebagai wali nikah™®. Wali hakim menjadi wali alternatif dalam menikahkan
wanita yang tidak mempunyai wali, yang dianggap tidak mempunya wali
atau wanita yang bermasalah dalam wali'’.

Begitu juga dengan yang di nyatakan oleh Abdul Manan, bahwa wali
hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai
wanita menolak (ad}al) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga
wali yang berhak dapat menentukan haknya.'®

Selanjutnya Abdul Manan mengemukakan sebagaimana beliau
mengutip pendapatnya Ahmad Rafig dan Zahry Hamid, bahwa kebolehan
berpindah wewenang wali nasab kepada wali hakim jika:

a Tidak adawali nasab sama sekali
b. Wali mafqud, wali dinyatakan hilang dan tidak diketahui alamat yang

pasti.

1° Tim Redakst FOKUSMEDIA, Kompilasi Hukum Islam, h. 6
"' M. Masykur K hoir, Risalah Mahrom dan Wali, h. 92
18 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 61
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c. Walinya yang seharusnya menjadi wali nikah menjadi mempelai laki-laki
dalam perkawinan tersebut, sedangkan wali nikah yang lain tidak ada yang
sedergjat dengannya

d. Walinyasakit pitam atau ayan

e. Walinyajauh dari tempat perkawinan atau gaib

f. Walinyaberada dalam penjara yang tidak boleh ditemui

g. Walinyaberada dalam pengawasan atau pengampuanan

h. Walinya bersembunyi atau tawari

i. Walinyajua mahal, sombong atau taazzuz

j.  Walinya sedang berihram haji atau umrah

Sedangkan menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dalam ayat 1
dinyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ad}al atau enggan. Kemudian
diperjelas dengan ayat 2 bahwa dalam hal wali ad}al atau enggan maka wali
hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan

Agama tentang ad}al-nya wali. Ketentuan ini sesua dengan Peraturan

Menteri Agama Rl Nomor 2 tahun 1982 tentang wali ad}al atau wali yang

membangkang.*®

. Wali Muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri

untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Apabila agad nikah

¥ |pid., h. 64



25

yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, namun dalam daerah tersebut
tidak ada wali hakimnya (wali hakimnya menuntut imbalan yang tidak lazim),
maka agad nikah bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali muhakkam.
Metode penggunaan wali muhakkam adalah kedua calon suami istri
mengangkat seorang laki-laki, merdeka, adil dan mengerti tentang hukum-
hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka®.
Sebagaimana juga Fatwa MUl Nomor 18/Fatwa/MUI-DKI1/11/2000 tentang
pengangkatan wali muhakkam, dalam poin 5 dijelaskan bahwa:
”Jika wali hakim dari kalangan pengawai Kantor Urusan Agama (KUA)
yang ditunjuk oleh pemerintah mempersulit pelaksanaan pernikahan atau
menuntut honor yang memberatkan orang yang hendak melangsungkan
pernikahan, atau memperlambat pelaksanaan tugasnya melebihi batas
waktu yang wajar sehingga menimbulkan kegelisahan bagi orang yang
bersangkutan, maka mempelai wanita boleh menunjuk Wali Muhakkam
dari tokoh masyarakat atau ulama’ setempat”?*.
Jadi wali muhakkam bisa dipaka sebagai wali, apabila:
a. Wali nasab tidak ada
b. Wali nasab gaib atau sedang bepergian jauh yang tidak bisa ditunggu dan
tidak ada yang mewakilinya
c. Tidak ada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah atau peabat yang

berwenang mempersulit atau meminta bayaran yang begitu mahal.

Adapun Syarat-syarat wali, sebagai berikut:*?

2 |bid., h. 96
2 Hamdan Rasyid, Figih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual, h. 196
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 76-78
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a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang yang gila
tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang
yang melakukan akad. Hal ini berdasarkan dalil dari h}adis| Nabi SAW

yang berbunyi:
rw\w&;y@@\qfdp.u&&&%}u.b cdﬁw\cﬁuﬂy\.ﬁu\:—
LEES B o0 e B e i ) 6 ey ade 1 o ) e

(JJJ Lju.mc OJJ) J‘f;;é; u}fx&\ &)./Cjcl:df.;- /M;A.ga_sj \&;;j

Artinya: “ Diriwayatkan Dari Musa Ibn Ismail, Dari Wahaib, Dari
Khalid, Dari Abi Duha, Dari Ali as, Dari Nabi SAW besabda :
Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum)
seseorang yang tertidur sampai ia terbangun, seseorang yang
masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia
berakal”.?® (HR. Sunan Abi Daud)

b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah h}adis|

Nabi SAW dari Abu Hurairah Ra, yang berbunyi:

AR S T T TR R 3 :
U oY Ji VJM)Q;M\JMSS;J\ Oh we Al o2, 5058 o)
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Artinya. Dari Abi Hurairah Ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:
“perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan
perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”.?*

% Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’ast Al-Sajistany, Sunan Abi Daud, hadis. 3825
# Abdur Rahman Al-Jaziri, Kitab al-Figh ala Mazja<hib al-Arba’ah, h. 46
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c. Musdlim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk
muslim. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 28,

yaitu:

B e eals 5 RE  Lo 005 e e s 0 dsEY

Artinya: ’Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari
pertolongan Allah”%.

d. Orang merdeka

1) Tidak berada dalam pengampuan atau Mahjur Alaih. Karena orang
yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan
sendirinya. Kedudukan sebagai wali merupakan suatu tindakan
hukum.

2) Berpikiran bak; orang yang terganggau pikirannya dikhawatirkan
tidak akan mendatangkan maslahat dalam perwalian tersebut.

3) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak
sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru’ah dan
sopan santun. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh

Imran bin Husain, yang berbunyi:

% Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 80
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Artinya: 7 Adapun hadis dari lbn Mas’ud ra : dikabarkan dari
pendapat Bakar bin Bakar dari Abdullah bin Muharram ,
dari Qotadah, dari Hasan, dari Imron bin Husain, dari Ibn
Mas’ud, Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: tidak ada nikah
kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.?*® (HR.
Sunan Daruquthni).

4) Tidak sedang melakukan ihram, untuk hgi atau umrah. Ha ini
berdasarkan h}adis| Nabi SAW dari Usman menurut riwvayat Muslim,

yang mengatakan:

L¢3 %%
|

c,.u;;;;@wcjﬁo
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Artinya: ’Dari Nafi’ dari Nubaih bin Wahab, sesungguhnya Umar bin
Ubaidillah berkeinginan untuk menikahkan Tolhah bin Umar
kepada anak perempuannya Syaibah bin Jubair, maka mengutus
kepada Abaana bin Usman, supaya hadir dan dia sebagai ketua
Rombongan haji, kemudian Abaana berkata: saya mendengar
Usman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda: ’orang yang

% gSolahuddin bin Ahmad Idli, Al-Mudarrisu Bikaliati ad-Dirasati al-Arabiyah al-Islamiah
Bidani, Sunan Daruquthni, Juz I11. hadis. 225
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sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh
pula dinikahkan oleh seseorang, dan juga tidak melamar ” %’
E. Pendapat Para Ulama’ Tentang Wali
Salah satu rukun nikah adalah wali. karena wali termasuk rukun, maka
nikah tidak sah tanpa ada wali. Demikian pendapat para Jumhur Ulama. Hal ini
berarti, ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali.
Pendapat yang berbedaini akan dikemukakan di bawah ini :

1. Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal
sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan
tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh
mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu
pun tidak boleh mengawinkan drinya tanpa restu sang wali. Namun,
pengucapan akad adalah hak wali.®
Sebagal dasar yang mereka pergunakan adalah firman Allah, al-Bagarah: 231
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" mam Abi Al-Husain Muslim Bin Hajjaj Al- Kusyairy Al-Naisabury, Stahi<h Muslim, Jilid
11, h. 1030
% Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Maz|hab, h. 345
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Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang maruf, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang maruf (pula). janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian
kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka
sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah
kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat
Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu
Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran
kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah
kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui
segala sesuatu.

Ayat ini ditujukan kepada para wali, agar jangan menikahkan wanita-
wanita mu’min dengan laki-laki musyrik. Suatu perkawinan tidak dipandang
sah, kecuali ada wali sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abi Daud
Sulaiman Bin Al-Asy’ast Al-Sgjistany, yaitu :

" i.ss}; fyi /CL{J :y n

Artinya : Tidak sah nikah tanpa wali” (Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ast

Al-Sgjistany)
Juga h} adis| Aisyah, Nabi bersabda :
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Artinya : Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin
walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal.

. Ulama Imamiyah bependapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat,
disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak
melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya. termasuk juga dalam
persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda. dalam hal ini ia

berhak mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain, baik bersifat langsung
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maupun diwakili, baik sebagai pihak yang mengucapkan ijab maupun gabul.
Baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui
ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata,
kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa
ada seorangpun, betapapun tinggi kedudukannya dan yang berhak
melarangnya. lamempunyai hak yang sama persis kaum lelaki.

Para penganut maz|hab |mamiyah berargumen dengan firman Allah SWT :
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Artinya Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan baka suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf” (QS. Al-Bagarah: 232)%.

Para pengikut Imamiyah selain berpegang teguh pada teks Al-Quran
juga berpegang pada rasional. Rasio menetapkan bahwa setigp orang
mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorang pun,
baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya dan
yang punya kekuasaan untuk memaksanya. 1bn Al-Qayyim punya pendapat
yang sangat bagus dalam hal ini. beliau mengatakan, “Bagaimana mungkin
seorang ayah dapat mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang dia

kehendaki sendiri, padahal anaknya itu sangat tidak menyuka pilihan

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 56
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ayahnya, dan amat membenci pula. Akan tetapi ia masih memaksanya juga
dan menjadikannya sebagai tawanan suaminya...?*°

. Abu Hanifah, Zufar, Sya’by dan Zuhry berpendapat, bahwa seorang wanita
boleh menikahkan dirinya tanpa wali, asal sga calon suami-istri itu kufu
(mempunyal kedudukan yang sederajat = setara).

Abu Hanifah dan Abu Y usuf malahan mengatakan bahwa wanita yang
baligh lagi beraka boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang
masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain.
Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin denga seorang laki-laki yang tidak
kufu, makawali dapat mengahalanginya.*

Sebagai landasan yang dikemukakan oleh golongan hanafi adalah

firman Allah: Al-Bagarah ayat 230.
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Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua),
Maka perempuan itu tidak lagi hala baginya hingga Dia kawin
dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

% Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Maz|hab, h. 346
31 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Figh, h. 134
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Menurut golongan Hanafiyah, keberadaan wali daam suatu
perkawinan hukumnya sunat.*

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah dan salah
seorang yang mengembangkan maz|hab Hanafi) berpendapat menurut dzahir
riwayat dari zufar bahwa nikah itu sah mutlag, hanya wali yang memiliki hak
menyanggah selama wanita itu belum melahirkan atau belum hamil serta jika
perkawinan tersebut dilaksanakan bukan dengan laki-laki kufu (sepadan).

Juga diriwayatkan dari mereka berdua (Abu Hanifah dan Abu Y usuf),
bahwa perkawinan itu hanya sah jika dengan yang kufu sgja dan batal
nikahnya (tidak sah) jika bukan dengan orang yang kufu. Akan tetapi, Abu
Hanifah dan Abu Yusuf sudah ruju’ dari pendapat tersebut pada dzahir

riwayat. >

2bid., h. 138
3 Mahmud Syalthut, Figih Tujuh Madzhab, h. 119-120.



